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CATAT, TERLAMBAT LAPORKAN PENGGUNAAN DANA, BANTUAN 

OPERASIONAL SEKOLAH AKAN DIKURANGI 

 

Sumber gambar: https://medan.tribunnews.com/ 

 

KOMPAS.com - Sekolah atau satuan pendidikan diminta untuk mencatat realisasi 

belanja atau mengisi BKU atas penggunaan Dana BOS Tahap 3 Tahun Anggaran 2022 

sebelum tanggal 31 Januari 2023. Apabila melewati batas waktu tersebut, satuan pendidikan 

akan mendapatkan konsekuensi berupa pengurangan penyaluran Dana BOSP Tahap 1 pada 

penyaluran dana BOS berikutnya. Kebijakan ini tertuang dalam Permendikbud Ristek 63 

tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan 

Pendidikan (Dana BOSP). Hal tersebut tertuang dalam bagian Ketujuh Laporan Realisasi 

Penggunaan Dana BOSP Pasal 51, 53 dan 54 Permendikbud Ristek 63 tahun 2022 Juknis 

BOSP. 

Melansir dari laman Kemendikbud Ristek, Sabtu (21/1/2023) berikut informasi 

pengurangan penyaluran Dana BOSP Tahap 1 berdasarkan waktu penyampaian laporan 

realisasi penggunaan Dana BOSP atau pengisian BKU seperti yang tertuang dalam Pasal 53 

ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2), pengurangan penyaluran Dana BOP PAUD Reguler, Dana 

BOS Reguler dan DANA BOP Kesetaraan reguler tahap I dilakukan sebesar: 

1. Sebanyak 2 persen apabila laporan disampaikan pada tanggal 1 bulan Februari sampai 

dengan tanggal terakhir Februari tahun berkenaan. Atau bisa dikatakan waktu pelaporan 

1-28 Februari pengurangan dana BOSP yang dilakukan sebesar 2 persen. 

2. Sebanyak 3 persen apabila laporan disampaikan pada tanggal 1 bulan Maret sampai 

dengan 31 bulan Maret tahun berkenaan. Bisa dikatakan waktu pelaporan 1-31 Maret 

pengurangan dana BOSP yang dilakukan sebesar 3 persen.  
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3. Sebanyak 4 persen apabila laporan pada tanggal 1 bulan April sampai dengan 25 bulan 

Juni tahun berkenaan. Bisa dikatakan waktu pelaporan 1 April 2023 hingga 25 Juni 2023 

pengurangan dana BOSP yang dilakukan sebesar 4 persen. 

Bisa dikatakan waktu pelaporan 1 April 2023 hingga 25 Juni 2023 pengurangan dana 

BOSP yang dilakukan sebesar 4 persen. Apabila satuan pendidikan tidak menyampaikan 

laporan realisasi penggunaan Dana BOSP tahun sebelumnya sampai dengan batas waktu 

tanggal 25 Juni tahun berkenaan maka Satuan Pendidikan tidak dapat menerima Dana BOSP 

tahun berkenaan. Permendikbud Ristek 63 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Dana BOSP) berlaku efektif per tanggal 

diundangkan yaitu tanggal 28 Desember 2022. Sehingga diharapkan satuan pendidikan dapat 

segera mempelajari dan menerapkan informasi di dalam Juknis BOSP terbaru ini. 

Jika pelaporan dibuat melebihi tanggal 25 Juni 2023 maka tidak akan mendapatkan 

penyaluran tahap 1 (rekomendasi salur tahap 1 hanya sampai bulan Juni. Apabila tidak 

menerima tahap 1 maka tidak menerima tahap 2). Satuan pendidikan dapat mengunduh 

salinan Permendikbud Ristek 63 tahun 2022 Juknis BOSP dengan klik tautan berikut 

https://s.id/Permendikbud63-2022. 

Setelah melaporkan penggunaan Dana BOS TA 2022, satuan pendidikan diharapkan 

untuk segera membuat Kertas Kerja Tahun Anggaran 2023. Panduan pembuatan Kertas 

Kerja selengkapnya dapat lihat pada https://bit.ly/KertasKerjaARKAS. 

 

Sumber Berita: 

1. https://www.kompas.com/edu/read/2023/01/21/143700271/telat-lapor-penggunaan-

dana-bos-2022-akan-ada-pengurangan-dana?page=all/, 21/01/23. 

2. https://medan.tribunnews.com/2023/01/24/catat-terlambat-laporkanpenggunaan-dana-

bantuan-operasional-sekolah-akan-dikurangi, 24/01/23. 

 

Catatan: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah 

Pasal 1 angka 1 dan 2 

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah program 

Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan 

pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang 

bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. 

https://s.id/Permendikbud63-2022
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2. Pengelolaan Dana BOS adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan 

penganggaran Dana BOS, pelaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS, pelaporan 

Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS dan pengawasan Dana BOS. 

 

Pasal 2 

Pengelolaan Dana BOS meliputi: 

a. Pengelolaan Dana BOS Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri pada APBD provinsi dan 

Satdikdas negeri pada APBD kabupaten/kota; dan 

b. Pengelolaan Dana BOS Satdikmen swasta, Satdiksus swasta dan Satdikdas swasta pada 

APBD Provinsi. 

 

Pasal 3  

(1) Penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS 

setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menangani urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan.  

(2) Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik.  

(3) Dalam hal penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian rancangan kebijakan umum 

anggaran dan plafon anggaran sementara, penyusunan perencanaan dan penganggaran 

didasarkan pada alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya. 

 

Pasal 6 

(1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan 

pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri.  

(2) Bupati/wali kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menetapkan 

pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikdas negeri.  

(3) Pejabat pengelola keuangan Dana BOS setiap Satdikmen negeri, Satdiksus negeri, dan 

Satdikdas negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas: 

a. PPKD selaku BUD;  

b. PA;  

c. Bendahara Pengeluaran SKPD;  

d. Penanggung Jawab Dana BOS; dan  

e. Bendahara Dana BOS. 
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(4) Penetapan pejabat pengelola keuangan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

ditetapkan setiap tahun bersamaan dengan penetapan PPKD. 

(5) Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat pengelola keuangan Dana BOS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), penunjukan pejabat pengelola keuangan Dana BOS tahun 

anggaran yang lalu masih tetap berlaku. 

 

 

Pasal 19 

(1) Kepala SKPKD provinsi menyusun RKA-SKPKD berdasarkan penerima dan jumlah 

Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau alokasi 

penyaluran anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 

yang memuat rencana penganggaran pendapatan dan Belanja Dana BOS. 

(2) Kepala SKPKD kabupaten/kota menyusun RKA-SKPKD berdasarkan penerima dan 

jumlah Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau 

alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (3) yang memuat rencana penganggaran pendapatan hibah Dana BOS. 

(3) Penganggaran pendapatan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan 

dalam akun pendapatan, kelompok dana perimbangan, jenis dana alokasi khusus, objek 

dana alokasi khusus nonfisik, dan rincian objek pendapatan Dana BOS. 

(4) Penganggaran pendapatan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan 

dalam akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis, objek, 

dan rincian objek pendapatan hibah Dana BOS sesuai dengan kode rekening berkenaan. 

 

Pasal 39 

(1) Kepala Satdikmen negeri dan kepala Satdiksus negeri menyampaikan laporan realisasi 

penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

38 ayat (1) kepada kepala SKPD provinsi melalui Bendahara Pengeluaran SKPD 

provinsi. 

(2) Kepala Satdikdas negeri menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana 

BOS setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada kepala 

SKPD kabupaten/kota melalui Bendahara Pengeluaran SKPD kabupaten/kota. 

(3) Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilampiri surat pernyataan tanggung jawab kepala 
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Satdikmen negeri, kepala Satdiksus negeri, dan kepala Satdikdas negeri dan rekapitulasi 

pembelian barang milik daerah setiap semester paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

(4) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan format rekapitulasi pembelian 

barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 42 

(1) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Bendahara Pengeluaran SKPD provinsi membuat 

rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap Satdikmen negeri dan 

Satdiksus negeri setiap semester. 

(2) Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Bendahara Pengeluaran SKPD kabupaten/kota 

membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS setiap Satdikdas negeri 

setiap semester. 

(3) Rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap semester 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada PA melalui PPK-

SKPD provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. 

 

Pasal 59 

(1) Pemerintah Daerah menerapkan Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik dalam 

rangka penyediaan informasi keuangan daerah. 

(2) Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

 

Pasal 60 

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan 

Pengelolaan Dana BOS secara nasional.  

(2) Menteri melalui Inspektur Jenderal melakukan pengawasan Pengelolaan Dana BOS 

secara nasional.  

(3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOS provinsi dan 

kabupaten/kota pada wilayahnya.  
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(4) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOS 

kabupaten/kota. 

 

Pasal 61 

(1) Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas pengelola Dana BOS sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Peningkatan kapasitas pengelola Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

diberikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, dan pendampingan. 

(3) Pendanaan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari 

APBD. 


